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(" Jegala puji dan syukur kami panjatkan
ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata
Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu.
'-P-e_n_gad\ilan Tata Usah’a'_Negara Pangkalpinang yang telah beroperasi selama
5 (lima) tahun sejak 22 Oktober 2018 telah berupaya melaksanakan tugas
dan fungsi dengan sébaik-baiknya, walaupun dalam tugas keseharian masih
ada beberapa kekurangan yang terus menjadi dinamika tantangan yang harus
diselesaikan ke depannya, namun Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja dan kualitas
pelayanan publik "kepada masyarakat.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang  Tahun 2023 ini kami susun sebagai  bentuk
pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023.

Semoga dengan adanya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini dapat
memberikan informasi dan gambaran yang memadai tentang capaian
pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di Tahun
2023 dan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi untuk terus

meningkatkan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di tahun
mendatang.

Pangkalpinang, 17 Januari 2024
. KETUA,
Roni Erry Saputro, S.H., M.H.
NIP. 19770628 200112 1 003
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Dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini akan diuraikan kegiatan yang
terjadi dalam masa Tahun Anggaran 2023 (1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023).
Adapun yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
adalah sebagai berikut :

1.Kabupaten Bangka

2.Kabupaten Bangka Barat

3.Kabupaten Bangka Selatan

4.Kabupaten Bangka Tengah

5.Kabupaten Belitung

6.Kabupaten Belitung Timur

7.Kota Pangkalpinang

Sehubungan dengan itu maka Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami sajikan secara
singkat dan sistematis sesuai Outline Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami susun dengan maksud untuk
mengevaluasi seluruh kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan sebagai
laporan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Mahkamah Agung
Republik Indonesia agar dapat memberikan petunjuk dan pembenahan demi kelangsungan
kegiatan pada Satuan Kerja kami di tahun yang akan datang. Walaupun dalam penyajian
yang kami uraikan ini sangat singkat, untuk dapat lebih menelaah setiap kegiatan, dengan
ini kami lampirkan data-data yang merupakan uraiannya.

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di negara modern, terutama negara - negara
penganut paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) merupakan suatu tonggak yang
menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-
haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan yang
dikeluarkannya. Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk
memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat
administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara,
kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama
kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum.

Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah pertama, sebagai lembaga kontrol
(pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum.
Kedua, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.



Sebagai lembaga pengawas (judicial control), ciri-ciri yang melekat pada Peradilan Tata
Usaha Negara adalah :

1.Pengawasan yang dilakukan bersifat “external control”’, karena merupakan lembaga

yang berada di luar kekuasaan pemerintahan.

2.Pengawasan yang dilakukan lebih menekankan pada tindakan represif atau lazim

disebut “control a posteriori”, karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan

yang dikontrol.

3.Pengawasan itu bertitik tolak pada segi “legalitas”, karena hanya menilai dari segi

hukum (rechmatigheid) - nya saja.

Pejabat administrasi didalam menjalankan tugas kewajibannya senantiasa melakukan
perbuatan, yakni suatu tindakan bersifat aktif atau pasif yang tidak lepas dari kekuasaan
yang melekat padanya karena inhaerent atau als zodanig dalam menunaikan tugas
jabatannya. Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pejabat administrasi harus
mempunyai kewenangan sebagai dasar hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat
Mochtar Kusumaatmadija, yang mengatakan bahwa :

“Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (formal
authority) vang memberikan wewenang atau kekuasaan
kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang
tertentu. Dalam hal demikian dapat kita katakan, bahwa
kekuasaan itu bersumber pada hukum, vaitu ketentuan -

ketentuan hukum vang mengatur pemberian wewenang tadi”

Berkenaan dengan kekuasaan ini, kita teringat akan pendapat John Emerick Edwed
Dalberg Acton atau lebih dikenal dengan Lord Acton yang menyatakan bahwa :

“Power tends to corrupt and absolute power tends
to corrupt absolutely”

Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sangat
diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh pejabat administrasi karena dalam melaksanakan
kekuasaannya itu ternyata yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum.

Terciptanya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu tonggak yang menjadi
tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang
dirugikan oleh suatu perbuatan administrasi negara yang mengandung kekeliruan,
kesalahan dan yang bertentangan dengan undang - undang. Perbuatan pejabat
administrasi yang demikian ini disebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum
dan bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik.



"Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung"

B. VISI DAN MISI
Adapun Visi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang :

sedangkan Misi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang :

1.Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta
Modern.

2.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Apartur Peradilan dalam Rangka Peningkatan
Pelayanan pada Masyarakat

3.Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Yang Efektif dan Efisien;

4.Melaksanakan Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan Yang Efektif dan Efisien ;

5.Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan
Ketentuan Yang Berlaku.

ViSi

Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada
tanggal 10 September 2009 adalah:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD
1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik
Indonesia.
Dalam cetak biru ini dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan
peradilan Indonesia yang agung. Secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan
Peradilan yang :
1.Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan
berkeadilan.
2.Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan
secara proporsional dalam APBN.
3.Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan
terukur.
4.Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana,
cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5.Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman,
nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.



6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria
obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya
peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan
transparansi.

10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

MISI
Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan badan
peradilan Indonesia yang agung. Seperti diuraikan sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang
efektif, yaitu :
“Memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,
dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi”

Misi Badan Peradilan 2010-2035, adalah:

1.Menjaga kemandirian badan peradilan.

2.Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

4.Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” dua puluh lima tahun mendatang,
adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya
kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan
peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim
dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Sebagai konsekuensi
dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan
organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan,
pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan
peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik.



Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman

yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian
pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk
alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan
penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional,
kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus
(kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan
pengadilan. Tujuan peyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin
adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap
manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di
antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung
mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah
keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan
memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang
subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan
peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya
suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan
kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh
Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat
dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai
penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman
jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan
akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak
perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan,
selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-
kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang
pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di
pengadilan yang dipimpinnya.



Untuk area non - teknis , secara operasional , pimpinan badan peradilan dibantu oleh
pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki

kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut,
Mahkamah Agung menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan
peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan  non-
teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk
mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga
kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta
publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk
pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan
membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.
Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan
mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan
pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka
dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta
jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil
peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah Rencana Strategis (RenStra) dalam
bentuk nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku
seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai
ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud,
adalah :

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman ( Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 )

a. Kemandirian Institusional :

Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak
lain di luar kekuasaan kehakiman ( Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ).



b. Kemandirian Fungsional:
Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya
(Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
Artinya, seorang Hakim memutuskan perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar
hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik
langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Perilaku hakim yang jujur
dan adil dalam menjalankan tugas, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat atas
kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai
pelaksanaan tugas aparatur peradilan.

3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman)

Hakim harus mampu melaksanakan tugas menjalankan kekuasaan kehakiman dengan
profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini diwujudkan dengan memperlakukan pihak
yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dasar alasan yang
memadai, serta berusaha untuk mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum yang
aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur peradilan,tugas-tugas yang diembannya juga
harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman)

Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, berusaha mengatasi
segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat,
dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

. Keterbukaan ( Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman )

Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin perlakuan sama di hadapan hukum,
perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah memberi akses kepada
masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan
suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum berlaku dan penerapannya di Indonesia.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

6. Ketidakberpihakan ( Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman)
Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang
jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan kepentingan/
pendapat para pihak terkait. Untuk itu , aparatur peradilan harus tidak berpihak dalam
memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.

7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1)
dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
Setiap warga negara,khususnya para pencari keadilan,berhak mendapat perlakuan yang
sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
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A. KEADAAN PERKARA

1) KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Sebagai Badan Peradilan yang menangani sengketa Administrasi Negara, maka keadaan
perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023 adalah sebagai
berikut :

Sisa Permochonan
Tahun Masuk Dismissal Perlawanan Cabut Putus Sisa B K PK Ekselkusi
Lalu
A.
1
2]
3
4
]
5]
8 | Badan Hukum - - - - - - = = = =
10 | Tindakan Faktal/ - 1 - - = = 1 = = =
Administrasi
Pemerintahan

11 | Pemilukada - - - = - B - = = =
12 | Partai Politik - - - - = = = = = =
13 | KIP - - = = = = = = = =
14 | Lingkungan Hidup - - - = - = = = = 1
15 | Pengadaan Tanah - - - - = = = - - _
untuk Kepentingan

Umum
16 | Kepala Desa/ - 1 - - = 1 = il = =
Peranglkat Desa
17 | Pergantian Antar - 1 - - 1 - - - =0 -
Waltu (PAW)
18 | Lain-lain - 3 - - 1 2 0 - - 1 -
1 | Fiktif Positif = : : - - - - - |- - .
2 | Penyalahgunaan - - = = - - - - |- -
Wewenang
JUMLAH 0 12 0 0 4 T 1 4 3 3 -

Adapun dari keterangan dari tabel diatas adalah :
1. Sisa Perkara Tahun 2022 : - Perkara
2. Perkara Masuk Tahun 2023 : 12 Perkara
3. Jumlah Putus : 11 Perkara
a. Putus Dalam Sidang : 7 Perkara
b. Cabut : 4 Perkara
c. Dismissal : - Perkara
4. Sisa Tahun 2023 : 1 Perkara



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

2) KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

1 | Perkara Banding Tahun 2023 4 Perkara Perkara No. 2/G /2023 /PTUN.PGP
Perkara No. 3/G /2023 /PTUN.PGP
Perkara No. 5/G /2023 /PTUN.PGP
Perkara No. 9/G /2023 /PTUN.PGP
2 | Jumlah Putus 3 Perkara Perkara No. 2/G /2023 /PTUN.PGP
Perkara No. 3/G /2023 /PTUN.PGP
Perkara No. 5/G /2023 /PTUN.PGP
3 | Sisa Perkara Banding Tahun 2023 1 Perkara Perkara No. 9/G /2023 /PTUN.PGP
3) KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI
1 | Perkara yang Dimohonkan Kasasi 3 Perkara Perkara No. 12/G/2022/PTUN.PGP
di Tahun 2023 Perkara No. 3/G /2023 /PTUN.PGP
Perkara No. 5/G /2023 /PTUN.PGP
2 | Jumlah Putus di Tahun 2023 1 Perkara Perkara No. 12/G/2022/PTUN.PGP
3 | Sisa Perkara Kasasi Tahun 2023 2 Perkara Perkara No. 3/G /2023 /PTUN.PGP
Perkara No. 5/G /2023 /PTUN.PGP

4) KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

1 | Sisa Perkara Tahun 3 Perkara | Perkara No. 11/G/LH/2021/PTUN.PGP
Sebelumnya yang Dimohonkan Perkara No. 8/G /2021 /PTUN.PGP
PK di Tahun 2023 Perkara No. 2/G/2022 /PTUN.PGP
2 | Jumlah Putus di Tahun 2023 1 Perkara | Perkara No. 11/G/LH/2021/PTUN.PGP
3 | Sisa Perkara Tahun 2 Perkara | Perkara No. 8/G/2021/PTUN.PGP
Sebelumnya yang Dimohonkan Perkara No. 2/G /2022 /PTUN.PGP
PK di Akhir Tahun 2023
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B. PENYELESAIAN PERKARA
1) JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS PADA TAHUN 2023

Keadaan Penyelesaian Perkara Tahun 2023

1 GUGATAN o 12 4 i 1
2 | PERMOHONAN o 0 0 0 0
JUMLAH 0 12 4 7 1

2) JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Keadaan Penyelesaian Perkara Tahun 2023

1 | PTUN PANGEKALPINANG 12 11 11 0

3) JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING,
KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,
Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Tahun 2023

1 PTUN PANGEKALPINANG 11 4 7 2 9 0 11
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Data proses penyelesaian perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang lebih

rinci disajikan dalam bentuk laporan perkara sebagai berikut :

1. Laporan Perkara Putus di Proses kurang dari 3 Bulan, 3-5 Bulan, 5-12 Bulan dan Lebih

dari 12 Bulan Tahun 2023.

Kurang dari 3 Bulan

Perkara Putus Tahun 2023

3-5 Bulan

5-12 Bulan

Lebih dari 12 Bulan

4 Perkara

1 | 4/G//2023/PTUN.PGP | 1/G/2023/PTUN.PGP
2 | 6/G/2023/PTUN.PGP | 2/G/2023/PTUN.PGP
3 | 8/G/2023/PTUN.PGP | 3/G/2023/PTUN.PGP
4 | 12/G/2023/PTUN.PGP | 5/G/2023/PTUN.PGP
5 - 7/G/2023/PTUN.PGP
6 - 9/G/2023,/PTUN.PGP
7 10/G/2023,/PTUN.PGP

7 Perkara

2. Laporan Perkara Putusan Tingkat Pertama ditolak, dikabulkan, tidak diterima (NO)
Tahun 2023.

No

1

2
3
4
5
6
¥
8
9

—
o

1Ll

12

1/G/2023/PTUN.PGP
2/G/2023/PTUN.PGP

3/G/2023/PTUN.PGP
4/G/2023/PTUN.PGP
5/G/2023/PTUN.PGP
6/G/2023/PTUN.PGP
7/G/2023/PTUN.PGP
8/G/2023/PTUN.PGP
9/G/2023/PTUN.PGP

10/G/2023/PTUN.PGP

11/G/TF/2023/PTUN.PGP

12/G/2023/PTUN.PGP
Jumlah

Keterangan :

Putusan : 11 Perkara

Ditolak : 4 Perkara

Dikabulkan : 3 Perkara

Tidak Diterima (NO) : - Perkara
Dicabut : 4 Perkara

Ditolak Dikabulkan

\ )
i v
i N
v :
: v
\ )
) :
4 3

Tidak _
oo A | DR
: J
- 3
: N
- 3
0 4

Masih
persidangan




Putusan
Ditolak Dikabulkan Tidak Diterima (NO)

1 2/G/2023/PTUN.PGP - ] _
2 | 3/G/2023/PTUN.PGP - ] B
3 | 5/G/2023/PTUN.PGP |
Jumlah 1 2
Keterangan :

Putusan : 3 Perkara

Ditolak : 1 Perkara

Dikabulkan : 2 Perkara

Tidak Diterima (NO) : - Perkara

4. Laporan Perkara Putusan Kasasi ditolak, dikabulkan, tidak diterima (NO) Tahun 2023.

Putusan
No Nomor Perkara Ket
Ditolak Dikabulkan Tidak Diterima (NO)

Jumlah

Keterangan :

Putusan : 1 Perkara

Ditolak : - Perkara

Dikabulkan : 1 Perkara

Tidak Diterima (NO) : - Perkara

5. Laporan Perkara Putusan Peninjauan Kembali(PK) ditolak,dikabulkan,tidak diterima (NO)
Tahun 2023

Putusan

N Perk: Ket
omor Terkara Ditolak Dikabul Tidak Diterima (NO) o

--———

Keterangan :

Putusan : 1 Perkara

Ditolak : 1 Perkara

Dikabulkan : - Perkara

Tidak Diterima (NO) : - Perkara



C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL
1. POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Pada Tahun Anggaran 2023, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mendapat
alokasi anggaran Pos Bantuan Hukum sebesar Rp.36.175.000,- dan penyerapan
anggarannya terealisasi sebesar Rp.36.172.000,- (99,99%).

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah ruang yang
disediakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bagi pemberi layanan
bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan
hukum dalam bentuk :

a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;

b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, antara lain : surat keterangan,
gugatan, permohonan dan perjanjian/kontrak;

c. Penyediaan informasi daftar Lembaga/Organisasi penyedia bantuan hukum dan atau
advokat lainnya sebagai pendamping/penasehat hukum secara cuma-cuma (prodeo).

2. PERKARA PRODEO

Sepanjang Tahun 2023, tidak ada perkara yang mengajukan permohonan prodeo pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Sedangkan untuk kegiatan pelayanan
informasi publik lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

1 | Pelayanan permohonan salinan putusan 12 surat
2 | Pelayanan Surat keterangan Inkracht 14 surat
3 | Pelayanan Permohonan Riset /Penelitian 1 surat
4 | Penanganan pengaduan pengadilan O surat
S | Pelayanan permohonan prodeo O surat
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Pembinaan kepegawaian Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan dibawahnya dalam
rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum meliputi :

1.formasi pegawai;

2.rekrutmen pegawai dan pengangkatan;

3.pendidikan dan pelatihan;

4.penempatan,;

5.pengangkatan dalam jabatan;

6.kenaikan pangkat;

7.pola pembinaan karir hakim;

8.pola pembinaan karir kepaniteraan;

9.kejurusitaan dan kesekretariatan;
10.pemberhentian pegawai dan lain-lain.

Pengembangan pada aspek pelayanan publik harus disertai dengan dukungan aspek
sumber daya manusia. Tanpa dukungan ini, reformasi manajemen pelayanan mustahil
dapat diimplementasikan secara baik.

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN

Pelaksanaan tugas sehari-hari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
didukung oleh Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial.
Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial Peradilan adalah salah
satu komponen dalam pengembangan kapasitas peradilan yang terkait dalam proses
penyelesaian perkara dan memastikan pemberian pelayanan Peradilan yang tidak memihak
dan efisien. Hasil akhir dari program sumber daya manusia Peradilan adalah meningkatkan
layanan bagi masyarakat yang diberikan oleh personil yang berkompeten, efisien, efektif,
kinerjanya menarik kepercayaan dan rasa hormat masyarakat yang dilayaninya.

Dalam hal pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia pada tahun 2022, telah
diikuti beberapa pendidikan/pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan,
keterampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan
pembangunan dengan sebaik-baiknya. Adapun komposisi SDM yang ada di Pengadilan
Tata Usaha Negara Pangkalpinang termasuk satpam, pramubakti dan supir, dengan rincian
sebagai berikut :
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a. Ketua : 1 orang
b. Wakil Ketua : 0 orang
¢. Hakim : 2 orang
d. Panitera : 1 orang
e. Sekretaris : 1 orang
f. Panitera Muda Perkara : 1 orang
g. Panitera Muda Hukum : 0 orang
h. Kasubbag. Kepegawaian, Ortala : 1 orang
i. Kasubbag. Umum dan Keuangan : 1 orang
j. Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan : 1 orang
k. Panitera Pengganti : 2 orang
1. Pranata Komputer Ahli Pertama : 1 orang
m. Staf : 4 orang
n. Tenaga Kontrak (Satpam) : 2 orang
0. Tenaga Kontrak (Pramubalkti) : 3 orang
p. Tenaga Kontrak (Supir) : 1 orang

1. SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL

a. Jumlah Hakim
Jumlah personil Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebanyak
3 (tiga) orang termasuk Ketua, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H.

. NIP. 19750117 199403 1 001

Pembina Utama Muda (IV/c) Ketua

Ryan Surya Pradhana, S.H., M.H.

2. | NIP.19940213 201712 1 002 Penata Muda Tk. I (III/b) Hakim
Febriansyvah Rozarius, S.H. )
3. | NIP.19920211 201712 1 003 Penata Muda Tk I (I11/b) Hakim
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b. Jumlah Personil Kepaniteraan
Jumlah personil Kepaniteraan sebanyak 6 (enam) orang termasuk Panitera, Panitera
Muda, Panitera Pengganti, dan staf sebagai berikut :

1. | Boby Cahyadi, S.H. Penata Tk I (I11/d) Panitera
NIP.19771127 199903 1 003

2. | Lezi Fitri, S.H. Penata Tk I (III/d) Panitera Muda Perkara
NIP.19701120 199603 2 003

3. | Zulham Idrus, S.Kom, S.H., M.H. Penata Tk I (III/d) Panitera Pengganti
NIP. 19830912 201101 1 008

4. | Jonathan Santoso, S.H. Penata Muda Tk I (Il /b) Panitera Pengganti
NIP.19900618 201903 1 004

S. | Mohammad Soleh, S.H. Penata Tk I (III/d) Analis Perkara Peradilan
NIP.19690431 199503 1 001

6. | Fanny Naurita, S.H. Penata Muda (III/a) Analis Perkara Peradilan
NIP. 19950222 202203 2 009

2. SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial / Kesekretariatan pada Pengadilan Tata
Usaha Negara Pangkalpinang sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk pejabat struktural dan
stafnya adalah sebagai berikut:

1. | Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M. Penata Tk I (III/d) Sekretaris
NIP.19811229 200604 2 015

2. | Muhammad Agus, S.E., M.5i Penata (II/c) Kasub.Bag. Umum dan
NIP.19850207 200604 1 001 Keuangan

3. | Rosalina, S.E. Penata Muda Tk I (III/b) Kasub PTIP
NIP.19920808 201903 2 017

4. | Dendy Prasetya, S.Psi. Penata Muda Tk I (III/b) Kasub Kepegawaian,
NIP. 19920523 201903 1 005 Organisasi, dan Tata Laksana

5. | Yulita Ida Lestari, S.Kom Penata Muda (III/a) Pranata Komputer Ahli
NIP.19860701 202012 2 002 Pertama

6. | Fanny Ruspanji, S.E.I Penata Muda (I1I/a) Analis Humas
NIP. 19900412 202012 1 009

7. | Fani Melisa Mega Putri Br. Sembiring, A.Md Pengatur (II/c) Pengelola Sistem dan
NIP. 19950530 202012 2 014 Jaringan
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Jumlah tenaga kerja PPNPN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebanyak
6 (enam) orang :

1. | Roli Pramubakti
2. | Imelia Kontesa Pramubakti
3. | Indah Kusumawati Pramubakti
4. | Agi Murnawansyah Satpam
S. | Feri Satpam
6. | Fajar Hidayat Supir

Secara keseluruhan Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang dapat dilihat dari tabel dan statistik dibawah ini :
a. Berdasarkan Golongan

Golongan I/a - - -
Golongan I/b - - -
Golongan I/c - - —
Golongan I/d - - -
Golongan II/a - - -
Golongan II/b - - —
Golongan II/c - 1 1
Golongan II/d - -

Golongan III/a
Golongan III/b

f—
mo= W

1

4
Golongan III/c 1 -
Golongan III/d 3
Golongan IV /a - -
Golongan IV /b - - -
Golongan IV /c 1 - il
Golongan IV /d - - -
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b. Berdasarkan Pendidikan

Doktor (S3) = - =
Strata 2 (S2)
Strata 1 (S1)
D3

SLTA - - -
SLTP = - B
SD - - -

c. Berdasarkan Jabatan Teknis

—
[ T
9]

Hakim 2 i 3
Calon Hakim

Panitera 1 1
Panitera Muda 1 1
Panitera Pengganti 2 2

d. Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf

Sekretaris 1 1
Kasubag. Umum dan Keuangan 1 1
Kasubag. PTIP 1
Kasubag. Kepegawaian dan Ortala 1
Pranata Komputer Ahli Pertama 1
Staf 1121 2

e Sy S

A. MUTASI

1) Mutasi Masuk
Selama Tahun 2023, terdapat 1 (satu) orang Hakim yang mutasi masuk ke Pengadilan

Tata Usaha Negara Pangkalpinang

1. | Febriansvah Rozarius. S.H Hakim PTUN Hakim PTUN Hasil TPM
- | EREANSYER RozZanus, S Kupang Pangkalpinang Tanggal 28 November 2022
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2) Mutasi Keluar

Selama Tahun 2023,terdapat 8 (delapan) orang ASN yang mutasi keluar dari Pengadilan
Tata Usaha Negara Pangkalpinang ke Pengadilan Tata Usaha Negara lain.

; Wakil PTUN Wakil PTUN Hasil TPM
L Aedg Swasone, SiH., M. K. Pangkalpinang Banjarmasin Tanggal 9 Mei 2023
: Hakim PTUN Hakim PTUN Hasil TPM
2. | Rory Yonaldi, S.H., M.H. Pangkalpinang Bandar Lampung Tanggal 9 Mei 2023
2. [ Asuab Tabis. 8.H Hakim PTUN Hakim PTUN Hasil TPM
| QYR SRS, S5 Pangkalpinang Tanjung Pinang Tanggal 9 Mei 2023
4, | Asmanidar, S.H Esimitera LD Fenitera FIUL T :I]aQS{l)] gz L:ember
= ||Em———— Pangkalpinang Padang angs 5 023p
; Kabag Perencanaan Hasil TPM
5. | Romatua Lasma Sembiring, S.H. S;;{nretanshlzz.: N dan Kepegawaian | Tanggal 27 September
gkalpinang PTTUN Medan 2023
: Panitera Muda :
: : Panitera Muda Hukum Hasil TPM
6. | Sri Sumirat, S.H. : Huloum PTUN :
PTUN Pangkalpinang Be - Tanggal 13 Juni 2023
Analis Kepegawaian | Analis Kepegawaian )
7. || Smmer, 5.1, PTUN Pangkalpinang | PTUN Pekanbaru
] . 5 Jurusita Pengganti )
8. | Sumarni Elprida Sianipar, A.Md. PTUN Pangkalpinang Staf PTUN Serang

B. Promosi

Selama Tahun 2023, ada 4 ASN yang mendapatkan promosi di Pengadilan Tata Usaha

Negara Pangkalpinang.

Panitera Muda ; -
: Panitera PTUN Hasil TPM
1. || Boby Celayeds, S.H. F]'E?rkgra FIES Pangkalpinang | Tanggal 20 September 2023
anjarmasin
Kasubbag
Umum dan Sekretaris ;
N ; Hasil TPM
2. | Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M. Keuangan PTUN T al 27 September 2023
PTUN Pangkalpinang angs Spreber
Pekanbaru
Penyusun
Laporan Kasubbag PTIP :
3. | Rosalina, S.E. Keuangan PTUN T }al?sﬁﬂ :‘ F;_]:']'{ 2023
PTUN Pangkalpinang angs P
Pangkalpinang
Kasubbag
Analis Tata Kepegawaian,
i Laksana PTUN | Organisasi, dan Hasil TPM
4. | Dendy Prasetya, S.Psi. Tanjung Tg‘ta Laksana | Tanggal 27 September 2023
Pinang PTUN
Pangkalpinang
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C. Pensiun
Selama Tahun 2023, tidak ada pegawai yang memasuki masa pensiun pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Telah Mengkuti Diklat)

Selama Tahun 2023, pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta
pembinaan teknis (Bimtek) dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai
berikut:

o o P it —

1 Abdullah Riziki Ardiansyah, Bimbingan Teknis Pendalaman 21 Juni 2023 s/d
S.H., M.H. Sengketa Proses Pemilihan Umum 23 Juni 2023
Bagi Hakim di Lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara
(Secara Virtual)

Pembinaan Dalam Rangka 2 s/d 4 November 2023
Peningkatan Integritas dan Anfi
Korupsi Bagi Pimpinan Pengadilan

di Lingkungan Peratun

2  Rory Yonaldi, S.H., M.H. Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa ® Tahap I : 6 Februari
Perizinan Bagi Hakim Peradilan 2023 s/d 10 Februari
TUN Seluruh Indonesia 2023

® Tahap II: 12 Februar
2023 s/d 18 Februan
2023

Bimbingan Teknis Pendalaman dan 10 Mei1 2023 s/d 12 Mei12023
Penajaman Pemeriksaan Sengketa

Lingkungan Hidup Pasca

Diberlakukannya UU Cipta Kerja

Bagi Para Hakim di Lingkungan

Peratun Tahun 2023 (Secara

Virtual)

3  Ayub Lubis, S.H. Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa ® 20 Maret s/d 24 Maret
Pertanahan Bagi Hakim Peradilan 2023 (Secara Online)
Tata Usaha Negara Seluruh ® 27 Maret 2023 s/d
Indonesia Oleh Balitbangkumdil 1 April (Tatap Muka)
MA RI

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

E. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat)

| ot —

4 Ryan Surya Pradhana S.H.,
M.H.

5 Febriansyah Rozarius, S.H,
M.H.

Pelatihan Teknis Yudisial
Sengketa Perizinan Bagi Halkim
Peradilan Tata Usaha Negara
Seluruh Indonesia

Pelatihan Teknis Yudisial
Sengketa Barang dan Jasa

Tata Usaha Negara Seluruh
Indonesia

Bimbingan Teknis Akses Keadilan
dan Perlindungan Bagi

Perempuan vang Berhadapan
Dengan Hulum Dalam Proses
Peradilan TUN (Secara Virtal)

Pelatthan Sertifikasi  Hakim
Linglungan Angkatan XIX Bagi
Hakim Peradilan Umum dan
Peradilan Tata Usaha Negara

Bimbingan Telknis Pemeriksaan
Senglketa Kepegawaian Bagi Para
Hakim di Lingkungan Peratun
Bimbingan Telnis Pemeriksaan
dan Kewenangan Mengadili
Perbuatan Melanggar Hukum
Oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintah Bagi Para Hakim di
Linglngan Peratun

Bimbingan Teknis Pendalaman
Sengketa Proses Pemilihan Umum
Peradilan Tata Usaha Negara
(Secara Virtual)

Sosialisasi Pencegahan Sengketa,
Konflilke, dan Perkara Pertanahan
Bekeria Sama Dengan
Kementerian ATR/BPN (Sebagai
Narasumber)

Tahap I: 6 Februari 2023
s/d 10 Februari 2023

Tahap II: 12 Februar
2023 s/d 18 Februar

2023

6 s/d 10 Maret 2023
(Secara Mandiri)

12 Maret s/d 18 Maret
2023 (Secara Tatap Muka)

24 Mei 2023 s/d 26 Mei 2023
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12 Oktober s/d
19 Oktober 2023 (Secara
Mandiri)

23 Oktober 2023 s/d
09 November 2023
(Secara Tatap Muka)

18 5/d 20 Oktober 2023

13 Maret 2023
s/d
15 Maret 2023

21 Juni 2023
s/d
23 Juni 2023

26 Oltober 2023




E. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat)

o | o P il ik | Hogin | T Forengrn

6

8
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Asmanidar, S.H.

Romatua Lasma
5.H.

Lezi Fitri, S.H.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Sembiring,

Bimbingan Teknis Kepaniteraan
di Linglungan Peradilan TUN
Oleh PTTUN Medan

Bimbingan Teknis Pengelolaan
Administrasi Kenangan Perkara di
Linglungan Peradilan Tata Usaha
Negara (Secara Virtual)

Pelatihan Manajemen Pengelolaan
Barang Milik Negara Bekerja
Sama Dengan Diklat PKN BPK RI
di Wilayah Jakarta

Bimbingan Teknis Pemberian
Layanan Informasi Publik di
Linglungan Peratun Oleh Dirjen
Badilmitun MA RI (Secara Virtual)

Standarisasi Layanan
Kepegawaian Terkait
Implementasi Aplikasi SIASN Bagi
Layanan Administrasi

Kepegawaian Tenaga Teknis Pada
Linglungan Peradilan Tata Usaha
Negara

Pelatthan dan Ujian Kompetensi
Pengadaan Barang,/ Jasa
Pemerintah Level-l Gelombang II
Tahun 2023

Bimbingan Teknis Penyusunan
LEjIP dan Sosialisasi Tata Naskah
Dinas Oleh PTTUN Palembang di
Bekasi

Pelatthan dan Ujian Kompetensi
Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Level-I Gelombang II
Tahun 2023

Bimbingan Teknis Kepaniteraan
di Lingloungan Peradilan TUN oleh
PTTUN Medan

Bimbingan Teknis Administrasi
Upaya Hultum Banding Secara
Elektronik di Linglungan
Peradilan Tata Usaha Negara TA
2023 (Secara Virtual)

29 Mei s/d 31 Mei 2023

2 Agustus 2023
s/d

4 Agustus 2023

15 Mei s/d 17 Mei 2023

13 Maret 2023
s/d
15 Maret 2023

21 Juni 2023
s/d
23 Juni 2023

11 s/d 22 September 2023
|Secara Online)

24 s/d 28 September
2023(Secara Tatap Muka)

9 s/d 11 Oktober 2023

18 s/d 20 Oktober 2023

29 Mei s/d 31 Mei 2023

21 Juni 2023
s/d
23 Juni 2023



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

E. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat)

v | v e i | sepnan | g eaingre

9 Sri Sumirat, S.H.

10 Rosalina, 3.E.

11 Jonathan Santoso, S.H.

12 Yulitalda Lestari, S.Kom.

Bimbingan Teknis Pemberian
Layanan Informasi Publik di
Linglungan Peratun Cleh Dirjen
Badilmitun MA RI [Secara Virtual)
Konsolidasi dan Relkonsiliasi Data
Pada Aplikasi SAKTI Ti
Koordinator Wilayah DIPA 005.05
Tahun 2023 di Jogjakarta

Bimbingan Teknis Agplikasi SAKTI
Tahun 2023 Volume 3 di KPFN
Pangkalpinang

Sosializasi FPME No.
210/ PMK_05/2022 Tentang Cara
Pembayaran  Dalam  Rangka
Pelaksanaan Angparan

Pendapatan dan Belanja Nepara
di KPPN Pangkalpinang
Bimbingan Teknis Peningkatan
Kompetensi Bagi ASN Terhadap
Penpuasaan TI Peradilan di
Linglkunpgan  Peratun |Secara
Virtual)

Bimbingan Teknis Penyusunan
LIjIP dan Sosializasi Tata Naskah
Dinas Oleh PTTUN Palembang di
Bekasi

Pelatithan Jarak Jauh Pejabat
Penandatanganan Surat Perintah
Membayar (PPSPM|] Tahun 2023
|Secara Online)

Pelatihan Teknis Yudisial Panitera
Pengpganti Peradilan TUN Oleh
Bbadan Litbang Diklat Hulmm
dan Peradilan Mahkamah Apung
il

Standarisasi Layanan
Kepegawaian Terkait
Implementasi Aplikasi SIASN Bagi
Layanan Administrasi

Kepegawaian Tenaga Telmis Pada
Linglaungan Peradilan Tata Usaha
Negara

Bimbingan Teknis Peningkatan
Kompetensi Bagi ASN Terhadap
Penpuasaan TI Peradilan di
Virtual)

Rapat Koordinasi  Pelaksana
Anggaran di Jalarta

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

13 Maret 2023
g/d
15 Maret 2023

18 Januari 2023
g/d
20 Janmari 2023

& Maret 2023

16 Maret 2023

4 z/d 6 Oktober 2023

S g/d 11 Oktober 2023

4 Desember
s d
8 Desember 2023

12 Juni s/d 16 Juni 2023
|Secara Mandiri)

19 Juni s/d 24 Juni 2023
|Secara Tatap Muka)

21 Juni 2023
s/d
23 Juni 2023

4 =/d 6 Oktober 2023

17 Desember 2023
g/d 20 Desember 2023



E. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat)

Nama Peserta .
- ESR

13 Fanny Ruspanp SEI Konsohdasi dan Felconsihaci Data Pada 18 Jamuari 2023
Aphkasi SAKII Tmgkat Hoordmator =/d
Wilayah DIFA 00505 Tahun 2023 20 Januari 2023
Bimbmgan Telons Aplikasi SAKTI
Volhume 1 Tahun 2023 dann KPPN 24 Jamuar: 2023
Panglmlpmang

Konzchdas Penyusunan laporan

e e e el it D el =2 J“:f'; 2l
pooung TA 2022 dan FT 27 Foarazari 2023

SAIEEA 1E

Bmmbmgan Telous Aphkasi SAKTI

Tahun 2023 Volume 3 dann KPPN 8 Maret 2023

Panglmlpmang

Bimbmgan Teloms Aset dan Persediaan

Menurut Standar Alnintan=

Pemermtah Dalam Fanglea Penmglmtan 24 Mei 2023

Kualitas Pelaporan Keusnpan K/L dar

KFPFN Pangkalpmang

Fapat Koordmas Bendahara 9 Agustus 2023

Pengeluaran Batch Keempat sfd 12 Asnstus 2023

Pelatthan dan Upsn Kompetensi ® 11 s/d 22 September 2023

Pengadasn Barang/ Jasa Pemermtah [Secara Cnline|

Lewel-I Gelombang I Tahun 2023 ® 24 c/d 28 September 2023

[Secara Tatap Muls|
Pelatthan dan Upan Kompetensi
Pengadasn Barang/ Jasa Pemermtah 18 s/d 20 Oldober 2023
Level-l Gelombang II Tahun 2023
14 Fanny MNawurita, S.H Pelatthan Kepemmmpmean Dasar Kader ® 6 s5/d B September 2023
Bela Nepara dan Pelatihan Mansjemen [Secara Mandiri|
Admmistrasi Peradilan Secara Blended 10 =/d 20 September 2023

Learnmg Gelombang 4 Anpgleatan X1 s.d [Secara Tatap Muls)

XIV Tahun 2023
15 Fani Mehsa Mepa Putri Br EBimbingan Telmis Pemberian Layansn
Sembirmg, A Md. Informasi Publilc di Linglongan Perabm 13 Maret 2023 s/d 15 Maret
Oleh Dirjen Badilmitin MA Rl [Secara 2023
Virtuall

Pelatthan Smert ASN English For Socal

S T P T o 13 Maret 2023 =/d 17 Maret

Virtusl) 2023

Bimbmegan Telonis Pengelolasn

Admnuistrasi Kensngan Perleara di 2 Mi‘u’}ﬁ' sl

Limglungan Peradilan Tata Ussha

Wegara [Secara Virtuasl| senrigaeales

Pelatthan dan Upan EKompetens: ® 11 s/d 22 September 2023

Pengadasn Barang/ Jasa Pemermtah [Secara Cnline|

Level-l Gelombang II Tahun 2023 ® 24 c/d 28 September 2023
[Secara Tatap Muls|

Bimbmgan Teloms Penmglmtan

E:?;E*E“E' T 4 s/d 6 Oktober 2023
Peratun [Secara Virtual|

Pelatthan dan Upan HKompetensi

Pengadasn Barang/ Jasa Pemermtah 18 =/d 20 Oldcber 2023
Level-l Gelombang II Tahun 2023
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™ DENGELOLAAN KEUANGAN,
SARANA DAN PRASARANA
DAN TEKNOLOGI INFORMAS|

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG



A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada prinsipnya telah melaksanakan
pengelolaan anggaran yang mengacu pada asas-asas umum pengelolaan keuangan
negara sebagaimana dijabarkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara ke dalam asas-asas umum seperti asas tahunan, universalitas, asas
kesatuan dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai percerminan best practices
(penerapan landasan-landasan yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara seperti:
akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam
pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas
dan mandiri. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki 2 (dua) DIPA, yaitu
DIPA Badan Urusan Administrasi dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan

Tata Usaha Negara.

1. DIPA Badan Urusan Administrasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki DIPA Badan Urusan Administrasi
untuk melaksanakan kegiatan yang anggarannya ada di Badan Urusan Administrasi seperti
Gaji, Operasional Perkantoran serta Sarana dan Prasarana. Adapun realisasi anggaran
untuk DIPA Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

No. | Program/ Kegiatan | Pagu Setelah Revisi Realisasi Sisa Anggaran Ket
Program Dukungan Manajemen
Belanja Pegawai 2.610.742.000,- 2.540.905.486,- £9.836.514,- 97,34%
2. Belanja Barang 1.343.789.000,- 1.339.068.130,- 4.720.870,- 99,65%
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Linglungan Mahkamah Agung
1. Belanja Modal 145.623.000,- 143.908.000,- 1.715.000,- 98,82%

2. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki DIPA Badan Peradilan Militer dan
Tata Usaha Negara untuk melaksanakan kegiatan yang anggarannya ada di Badan
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara seperti Pengamanan Sidang, bantuan hukum
kepada masyarakat tidak mampu (prodeo) serta Pelayanan Pos Bantuan Hukum. Realisasi
anggaran DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

No. | Program/ Kegiatan Pagn Realisasi Sisa Anggaran Ket
Program Peninglkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
1. | Belanja Barang 36.175.000,- 36.172.000 3.000,- 99,99%




B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang diresmikan pada 22 Oktober 2018
oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H., telah
menempati gedung baru sejak 28 Maret 2022 yang berlokasi di Jalan Pulau Bangka,
Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kepulauan Bangka Belitung. Pembangunan
gedung baru kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dimulai sejak tanggal
21 Juni 2021 hingga 17 Maret 2022. Adapun rincian pengelolaan sarana dan prasarana
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Renovasi/Perubahan tata letak bangunan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
dengan PAGU Rp 121.943.000,- dengan realisasi sebesar Rp 120.700.000,- (98,98%).

2. Pengadaan alat pengolah data (printer) Anugrah MA 2022 dengan pagu Rp. 15.000.000,-
untuk 3 (tiga) unit dan realisasi sebesar Rp. 14.550.000,- yang ditempatkan di ruangan
Ketua, Musyawarah Hakim dan PTSP.

3. Pengadaan tablet 1 (satu) unit yang diperuntukan untuk kegiatan social media dengan
PAGU Rp. 8.680.000,- dan realisasi sebesar Rp. 8.658.000,-.

Matrik Sarana/Prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023

No. SaranafPrasarana Kantor Jumilah Keterangan
I Sarana /Prasarana Gedung
Lantai [

PTSP

Euang Tunggu PTSP

FEuang Panitera

Fuang Kepaniteraan Perkara
Euang Kepaniteraan Huloum
Euang Perpustakaan

Eunang Sidang Utama

FEuang Sidang Persiapan
Euang Sidang Online

Eunang Musholla

Eunang Tunggu Sidang
Eunang Saksi Ahk

Euang Kesehatan
WC

WC difabel
Pantry

Euang Humas
Ruang Posbakum
Gudang/ Janitor

MR G R




Matrik SaranalPrasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023

SaranafPrasarana Kantor Jumlah Eeterangan
Sarana fPrasarana Gedung
Lantai II

Fuang Ketua 1
Fuang Waldl Ketua 1
Fuang Selretaric 1
Fuang Haldm )
Fuang Panitera Pengpanti &
Fuang Musyawarah Haldm 1
FPuang Umum dan Keuangan 1
Puang Kepepawaian OFTALA 1
Fuang Server, Fuang Perencanaan Tl dan Pelaporan 1
Fuang Perpustalcaan 1
Fuang Media Center 1
Puang Pantry 1
Eamar Mandi f WC 2
Fuang Mushaolla 2
Fuang Alreditasi Penjaminan Mutu 1
Gudang 1
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran
Lemari Bexsi 26 Kondi=l bail
Lemari Kayu 13 Kondi=l baik
Ral Beci 2 Kondisi bail
Filling Cabinet Besi 10 Kondizi baik
Mobile File I Kondi=l bail
Fire Alarm 1 Kondi=i baik

. . 1 =zet terdiri Kondi=l baik
CLTV dari 18 unit
Papan Visual 24 Kondisi baik
LCD Projector/Infocus 2 Kondi=i bail
Focusing Screen /Layar LCD Projector 2 Kondi=l baik
Mezin Antrian 1 Kondizi bailk
Meja Kerja Besi/Metal 1 Kondizi baik
Meja Kerja Kayu 42 Kondi=i bail
Kursi Besi/Metal 128 Kondi=i baik
Kursi Kayu 32 Kondisi bail
Sice 5 Kondizi bailk
Meja Rapat 11 Kondisi bail
Tempat Tidur Besi 1 Kondi=i bail
Kasur/Spring Bed 1 Kondisi bail
Kursi Foda 2 Kondizi bailk
Sofa 19 Kondi=l bail
Mesin Penghisap Debu/Vacuum 1 Kondi=i bail

P 1 =zet terdiri Kondi=l baik

AL Sentral dari T4 unit
AC Split & Kondici baile
Kipas Angin & Kondi=i bail




Matrik Saranal/Prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023

Mecin Absensi

Kondisi rusalk

Eur=i Besi/metal

Kondi=i rusal:

No. Sarana/Prasarana Kantor Jomlah Keterangan
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran
Lemari Besi 2 Eondisi bails
TV 16 Kondisl baik
Loudspealer 3 Kondisl baik
Sound System 2 Eondisi baile
Camera Video 1 Kondisl baik
Tiang Bendera 1 Kondisi bail
Mimbar,/Podinum 1 Eondisi baile
EKarpet 1 Kondisl bailk
Gordyn /Kray 1 Kondisi bail
Tangld Air 2 Kondi=i bail
Tempat Sampah & Kondi= bail
Microphone/Wirelese Wic 1 Eondisi baile
Audio Master Control Unit 1 Kondisi baik
Uninterruptible Power Supply (UTPS] ] Kondisi bails
Microphone Cable 1 Eondisi baile
Camera Conference 3 Kondisl baik
1 =et terdiri Kondisi bails

Telephone [PAEX] dari 24 unit
Peralatan Antena UHF Lainnya 2 Kondisl baik
Peralatan Antena SHF /Parabola 1 Kondisi bail
Genset 1 Kondisl baik
Termometer Mercury Untult Suhu 1 Kondisl baik
Alat Kesehatan Fehahbilitaszi Medi= 2 Kondi=i bail
Alat Kezehatan Umum Lainnya 4 Kondi= bail
Layar Proyeltor 1 Kondisl baik
Mini Komputer a8 Eondisi baile
Eomputer Jarinegan Lainnya 1 Kondi=l bail
Local Avea Networls [LAN) 1 Kondisi bail
PC 16 Kondisi baik
Laptop 13 Kondi=i bail
Tabklet PC 2 Kondisi bail
Speaker Komputer 1 Kondi=i bail
Printer 14 Kondisl baik
SCAanmner 2 Eondisi baile
External /Portable Hardisk ] Kondi=i bail
Server 2 Kondisi bail
Fal: Server 1 Eondisi baile
Peralatan Jaringan Lainnya 2 Kondi= bail
Centrifugal Pump 2 Kondisi bail
Jet Pump 1 Kondi=i bail
Eanpunan Fumah Genszet 1 Kondi= bail
Monografi 2 Kondisi bail

1

1

1

PC umnit

FEondi=i rusak




Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang belum memiliki bangunan rumah
negara/rumah dinas, maka dari itu saat ini Hakim masih diberi fasilitas bantuan dana sewa
rumah dinas dari Mahkamah Agung yang dibebankan ke dalam DIPA Badan urusan
Administrasi.

Matrik Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023

No. Uraian Jumlah Keterangan
I Rumah Dinas
1 | Rumah Dinas 0 Belum ada rumah dinas pada PTUN Pangkalpinang

Sedangkan untuk kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
saat ini dijabarkan dalam matrik sebagai berikut.

Matrik Kendaraan Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023

No. |Jenis Kendaraan Merek Kendaraan Nomor Polisi SERRN SR
e Jabatan
1 Roda 4 (empat) Mitshubishi X-Pander BG 1656 MP Ketua (Sewa dari Mahkamah
Agung)
b Roda 4 (empat) Mitshubishi X-Pander BN 1115 PZ Wakil Ketua
3 Roda 4 [empat legots BN 1072 Z LaTHieTS
b (empat) Kijang Inova ~ (Pinjam Pakai Pemprov)
4 | Roda 4 (empat) Tovota Avanza BN 1839 Z Sekretaris
5 Roda 2 (dua) Yamaha BN 2411 PZ Panmud Perkara
6 | Roda 2 (dua) - BN 2412 PZ Kepala Sub Bagian Umum dan
Keunangan

B. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Implementasi e-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Pelaksanaan pengadilan elektronik (e-court) di Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang adalah implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan pedoman
pelaksanaannya sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360
Tahun 2019 tetang Panduan Teknis Pelaksanaan Peradilan Elektronik (e-court) di
Pengadilan Tata Usaha Negara.



a. Pendaftaran perkara secara elektronik
Pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan melalui aplikasi e-court.

b. Pembayaran secara elektronik

Pengguna pendaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara
elektronik oleh aplikasi e-court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung
berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh
pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan,
sehingga perhitungan tafsiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan
menghasilkan SKUM elektronik atau e-SKUM.

c. Pemanggilan secara elektronik

Pemanggilan kepada Penggugat yang mendaftarkan gugatannya melalui e-court
dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke domisili elektronik Penggugat. Bagi pihak
Tergugat, untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat Tergugat
hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju beracara
secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak Tergugat akan dipanggil secara
elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan.

d. Persidangan secara elektronik (e-litigasi)

Aplikasi e-court juga dapat digunakan untuk tukar menukar dokumen persidangan seperti
Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan secara elektronik yang dapat diakses
oleh aparatur pengadilan tata usaha negara dan para pihak berperkara. Dengan adanya
e-ligitasi, para pihak dalam persidangan tahap jawab-menjawab dan kesimpulan tidak perlu
datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Selama Tahun 2023, Pengadilan
Tata Usaha Negara Pangkalpinang menerima pendaftaran perkara melalui e-court
sebanyak 12 (dua belas) perkara.

Data Implementasi SIPP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Tahun 2023
Jumlah Perkara Jumlah Pengguna Layanan e-Litigasi
e-Court e-Litigasi Pengguna Terdaftar Pengguna Lain Total

12 12 9 3 12




2. Implementasi SIPP di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

SIPP merupakan aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi
perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya perkara,
informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan
yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan di manapun dengan mudah, cepat, dan
murah. Selain itu, aplikasi SIPP ini difungsikan pimpinan pengadilan untuk memonitor
kinerja hakim dan aparatur pengadilan, tertib administrasi sebagai media kerja yang efektif
bagi internal pengadilan termasuk pengawasan media.

Pelaksanaan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah dilaksanakan sesuai Surat Edaran
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaaan
Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan
Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada Tahun 2023, Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang berhasil meraih Juara Ill Kategori Pelaporan Perkara Peradilan Pada
Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2023.

Piagam Penghargaan Juara Ke 3 Kategori Pelaporan Perkara Peradilan

[

et

G

L BADAN PERACHLAM MILITER DAM
ALAN TATA USAHA NEGARA

LEE T e LA it

[(HMIBERIKAN KEPADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGHAL PINANG
JUARA III

HATEGQRI PELAPCRAN PERHARA PIHGADILAM
Pada Kegiatan Lomba Peatnghatan P 7

Data Implementasi SIPP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Tahun 2023
Jumlah
Kinerja | Kepatuhan | Kelengkapan | Kesesuaian Total
Perkara

12 18,75 50 10 20 98,75
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PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG



A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat cepat tidak
lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik. Oleh
karenanya organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui
pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang
memiliki kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi)
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung,
khususnya Badan Peradilan Milter dan Tata Usaha Negara, dalam menjawab atas
perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat dan merupakan bentuk
pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Tujuan dari Akreditasi
Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa badan peradilan Indonesia yang
unggul/prima (Indonesia Court Performance Excellent/ICPE). Dimana program Akreditasi
Penjaminan Mutu telah berlangsung sejak tahun 2015. Salah satu regulasi yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan dan SK KMA 06 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai Lembaga peradilan di bawah
Mahkamah Agung, berusaha menjadi satuan kerja dengan performa yang unggul/prima dan
memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat terakreditasi. Dalam upaya tersebut, seluruh
pegawai kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ikut serta dalam kegiatan
untuk memenuhi standar Akreditasi Penjaminan Mutu.

Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Nomor : W5.TUN.5/104.SK/OT.00.1/8/2023 tentang Pembentukan Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang terdiri dari :

Top Manager : | Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H.
Quality Management Representative (QMR) :  Febriansyah Rozarius, S.H.
Ketua Tim Auditor : | Ryan Surya Pradhana, S.H., M.H.

Internal Auditor . Febriansyah Rozarius, S.H.

. Ryan Surya Pradhana, S.H., M.H.
. Asmanidar, S.H.

. Lezi Fitri, S.H.

. Zulham Idrus, S.Kom, S.H., M.H.
. Jonathan Santoso, S.H.

. Romatua Lasma Sembiring, S.H.

. Muhammad Agus, S.E., M.Si.

. Rosalina, S.E.

. Yulita Ida Lestari, S.Kom.

Tim Survey Kepuasan Masyarakat

Document Control /DC
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Pada tanggal 29 s.d. 30 April 2019 Tim Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan
Militer dan Tata Usaha Negara telah melakukan penilaian terhadap Pengadilan Tata Usaha
Negara Pangkalpinang, yang ditetapkan langsung oleh Ketua Assessor yaitu Bapak Agus
Abdur Rahman, S.H., M.H., dengan nilai akhir A “Excellent”. Dengan rincian sebagai
berikut:

Sertifikat dan Hasil Akreditasi Penjamin Mutu dari Dirjen Badilmiltun Tahun 2019

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
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Kemudian pada Tahun 2021, dilaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu Ke-2 di mana
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berhasil mendapat penilaian “A” Excellent
pada tanggal 13 Oktober 2021 Dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun 2021.

Setifat et Pefaminan Matn
Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaba Negara

Nomor : TSAPM. &-TUN / QMR / SERTIFIKAT / 10/ 1021

e

Diberikan kepads = ===
Satuan Kera ilan Tata Lt
Alamal Palsu. Bahgha
# =
/ F"‘ -
i fi= 2 i -
Terakredifal | o= M i |
| = . a'
Semifikat Akrediasi : 1 '
S b e b B
-

Telah distupui dalam Rapat Phemo Ti Alete{tsd Pend
Jerderal Badan Peradilan Milttir dan Peradiian Ja5 £haha Negara
13 Okiober 2021

Diirektar Jrnderal Badan Peradilan Mikiter Dan
Pevadilan Tata Usaha Negara

%y

Lulik m_&i:y.inpwf

AR O il R O A A P, Sk

Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu dari Dirjen Badilmiltun Tahun 2021
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B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai lembaga Peradilan di bawah
Mahkamah Agung, telah melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sejak kantor
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sendiri dibuka dengan memberikan
pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai
produk pelayanan pintu.
Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa

dengan tahap penyelesaian Pengadilan melalui satu

keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang
lingkup PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang meliputi seluruh pelayanan
administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangan sebagaimana dalam Keputusan
Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/I1/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penyelenggaraan PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sesuai dengan
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang telah

diperbaharui terakhir dengan Surat Keputusan Nomor :

Tanggal 3 Agustus 2023 dengan susunan sebagai berikut :

W5.TUN.5/94.SK/OT.00.1/8/2023

Jabatan

No Nama [ NIP Do PTSP
ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H. .

1| NIP. 19750117 199403 1 001 nétua Pengateln PISP
ASMANIDAR, S.H. , =

2 NIP. 19680525 199203 2 001 Panitera Pengelola Layanan Kepaniteraan
ROMATUA LASMA SEMBIRING, S5.H. : e ;

3 NIP. 19711012 199203 2 001 Sekretaris Pengelola Layanan Keselkretariatan

4 ZULHAM IDRUS, S.KOM., S.H., M.H. Plt. Panitera Muda Penanggungjawab Layanan
NIP. 19830912 201101 1 008 Hulkum Informasi dan Pengaduan

5 LEZI FITRI, 5.H. Panitera Muda Penanggungjawab Layanan
NIP. 19701120 199603 2 003 Perkara Kepaniteraan Perkara

¢ | MUHAMMAD AGUS, S.E., M.SL Kasubag. Umum Keszliﬂea:;ig;i?a:zﬁ L;.?il;a;an
NIP. 198502072006041001 dan Keuangan ' g S8

Umum dan Petugas Persidangan

MUHAMMAD SOLEH, S.H. , .

7 NIP. 19690430 199503 1 001 Panitera Pengganti Pembaca Inzage

2] GORTTII] AT O 5 Panitera Pengganti Pemﬁi?ﬂ?ﬂ?’:nn ?;1:{ Zpd&&l;:f‘; —
NIP. 199006182019031004 EEAnt g

Petugas e-court cormer

9 FANNY NAURITA, S.H. Analis Perkara Petugas Pelayanan Kepaniteraan
NIP. 19950222 202203 2 009 Peradilan Perkara

1o | FANI MELISA MEGA PUTRI br. SEMBIRING, AMd | Pengelola Sistem _
NIP. 19950530 202012 2 014 dan Jaringan

11 | ROLI PPNPN Petugas Pelayanan Kesekretariatan
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG
NOMOR : W5.TUN.5/ g4 .SK /OT.00.1/8/2023
TENTANG
PENGELOLAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

Menimbang . a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan guna mewujudkan pelayanan cepat, mudah, transparan terukur dan
terjangkau di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang periu
membentuk sistem layanan yang terintegrasi dan terpusat melalui layanan
terpadu satu pintu;

b. Bahwa pegawai-pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini memenuhi kriteria dan standard kompetensi petugas PTSP,
sebagaimana tercantum dalam lampiran |l Keputusan ini.

c.  Bahwa sesuai dengan huruf (a) dan (b), maka perlu menetapkan (PTSP) pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Rl Nomeor 3 Tahun 2009
tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang Rl Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Rl Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
MNegara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Rl Nomor 9
Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 51
Tahun 2009;

4. Undang-Undang Rl Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

5. Undang-Undang Rl Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-
144/KMA/SK/N/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan;

9. HKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia MNomor
026/KMA/SK/IN2012  tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan;

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG




LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

10. Keputusan Presiden R.. Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Pembentukan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara Mahkamah Agung Rl Nomor : 462/Djmt/KEP/B/2018 tanggal 8
Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(FTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata
Usaha Negara.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama :  Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Megara Pangkalpinang
Nomor : WS5.TUN.5/52.5K/OT.00.1/1/2023 Tentang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Kedua Menetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha MNegara
Pangkalpinang tentang Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023;

Ketiga . Membentuk Susunan Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata
Usaha Negara Pangkalpinang yang terdii dari Pengarah, Pengelola,
Penanggungjawab dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Keempat . Melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran Il

Kelima . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Desember 2023
dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal ~ 3 Agustus 2023

At

M.H.
NIP . 19750117 199403 1 001

I. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Megara di- Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang di-Palembang;

3. Pegawai yang bersangkutan;

4. Arsip.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
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LAMPIRAN |

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang

MNomior : W5.TUN.5/ 94 .SK /OT.00.1/8/2023
Tanggal : 3 Agustus 2023

SUSUNAN PENGELOLAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

JABATAN
NO. NAMA / NIP.
DINAS PTSP
ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.. M.H.
" | NIP. 19750117 199403 1 001 ER P P
ASMANIDAR, S H s Pengelola Layanan
2. | NIP. 19680525 199203 2 001 Panitera Kepaniteraan
ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H Pengelola Layanan
3 | NIP. 18711012 189203 2 001 Sekretaris Kesekretariatan
o | ZULHAM IDRUS, S.KOm,S H.M.H. PLT Panitera | -2Yanan Informasi dan
- | NIP. 19830912 201101 1 008 Muda Hukum Pengaduan
LEZI FITRI, SH. Panitera Muda Penanggungjawab
5. | NIP. 19701120 199603 200 3 Perkara L""“”;:“I paniteraan
Penanggungjawab
MUHAMMAD AGUS, S.E.. M.Si Kasub. Bag. Layanan Kesekretariatan,
S | NIP. 19850207 2000604 1 001 - Petugas Layanan Umum
Keuangan dan Petugas
Persidangan
MUHAMMAD SOLEH, S H Panitera
7- | NIP. 19690430 199503 1 001 Pengganti RN S——
Petugas Pelayanan
g | JONATHAN SANTOSO, S.H Panitera Kepaniteraan Hukum dan
* | NIP. 18900618 201903 1 004 Pengganti Pengaduan/Petugas e-
Court Comer
FANNY NAURITA, S.H. Analis Perkara Petugas Pelayanan
8 | NIP. 19950530 202012 2 014 Peradilan Kepaniteraan Perkara
FANI MELISA MEGA PUTRI BR
10. | SEMBIRING, A Md P‘“f""“ Sistem Kasir
NIP. 19950530 202012 2 014 Jaringan
Petugas Pelayanan
1. |RoU PPNPN il
Ditetapkan di . Pangkalpinang
Pada Tanggal ¢ AAgustus 2023

NIP . 1975011F 199403 1 001

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG




LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

LAMPIRAN 1l
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Pangkalpinang
Nomor : W5.TUN.5/3q, 5K /OT.00.1/8/2023

Tanggal  : 3 Agustus 2023

TUGAS DAN WEWENANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

1. PENGARAH PTSP :

— Menetapkan pelayanan PTSP, yang meliputi semua pelayanan administrasi
peradilan, terdiri atas permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran
dan pengembalian panjar biaya perkara, penyerahan /pengambilan produk
Pengadilan, dan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

- Mengangkat Pengelola, Penanggungjawab dan petugas PTSP;

- Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;

- Memberikan pengarahan kepada Pengelola, Penanggungjawab, dan Petugas
PTSP;

- Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan PTSP.

2. PENGELOLA PTSP :

= Membuat meja pelayanan terpadu, menyediakan sarana prasarana sesuai
kebutuhan sejumlah Panmud yang ada pada Kepaniteraan Sub Bagian pada
Kesekretariatan pengadilan ;

- Menyelenggarakan PTSP secara efektif, efisien dan akuntabel ;

= Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non Teknis
agar pengelolaan PTSP dapat berjalan dengan baik ;

- Pengelola PTSP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bertanggungjawab kepada Pengarah PTSP.

3. PENANGGUNGJAWAB PTSP :

-~ Membantu Pengelola PTSP dalam mengelola pelayanan pengadilan yang
dilaksanakan oleh Petugas PTSP;

- Penanggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Pengelola PTSP;

= Membimbing dan membina petugas PTSP serta melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas PTSP.

4. PETUGAS PTSP

a) Petugas PTSP pada Kepaniteraan Perkara (Petugas Layanan Perkara / Meja
I, Meja lll dan Kasir) bertugas melayani :

- Menerima pendaftaran perkara Gugatan, Permohonan dan Perlawanan;

- Menerima pendaftaran permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

-~ Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam
Permchonan Peninjauan Kembali;

- Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara;

- Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan;

-~ Menerima pendaftaran permohonan Pengawasan Eksekusi;

- Menerima permohonan pencabutan Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi,
Peninjauan Kembali dan Eksekusi;

-~ Menerima permohonan sebagai Kuasa Insidentil;

- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi
penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
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b) Petunu PTSP pada Kepaniteraan Hukum bertugas melayani :
Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara Tata Usaha Negara;

- Permohonan izin kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian
dan riset;

- Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara dan
turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Permohonan pendaftaran surat kuasa;

— Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

= Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila
diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon;

= Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang
berkepentingan;

— Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI;

= Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum,;

c) Petugas e-Court PTUN Pangkalpinang.

Menerima Pendaftaran Gugatan e-Court ( dari Meja 1 ke Meja E-Court);
Melaporkan Perkara Masuk Kepada Panitera / Panitera Muda perkara;
Membuat User dan Password Tergugat di Aplikasi e-Court,

Membuat User Pengguna Lain di Aplikasi e-Court Non Advokat;
Menginput Dokumen Intervensi pada Aplikasi e-Court;

Mencetak Court Calender;

Pendaftaran Pengguna Terdaftar (Advokaf).

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : 3 Agustus 2023

ABDULLAH RIZIKI
NIP . 19750117 199403 1 001

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG




Adapun yang menjadi tugas dan wewenang pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1. Pengarah PTSP

™ Qo 0 T

. Menetapkan pelayanan PTSP, yang meliputi semua pelayanan administrasi peradilan,

terdiri atas permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian
panjar biaya perkara, penyerahan / pengambilan produk Pengadilan, dan pelayanan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. Mengangkat Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas PTSP;

Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;

. Memberi pengarahan kepada Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas PTSP;
. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan PTSP;

2. Pengelola PTSP
a. Membuat meja pelayanan terpadu, menyediakan sarana prasarana sesuai kebutuhan

sejumlah Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Sub Bagian pada Kesekretariatan
pengadilan;

. Menyelenggarakan PTSP secara efektif, efisien dan akuntabel;
. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non Teknis agar

pengelolaan PTSP dapat berjalan dengan baik;

. Pengelola PTSP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab

kepada Pengarah PTSP;

3. Penanggungjawab PTSP

a. Membantu pengelola PTSP dalam mengelola pelayanan pengadilan yang dilaksanakan

oleh Petugas PTSP;

. Penganggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Pengelola PTSP;
. Membimbing dan membina petugas PTSP serta melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas PTSP;

4. Penanggungjawab PTSP
. Membantu pengelola PTSP dalam mengelola pelayanan pengadilan yang dilaksanakan

oleh Petugas PTSP;

. Penganggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Pengelola PTSP;
. Membimbing dan membina petugas PTSP serta melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas PTSP;



5. Petugas PTSP
a. Kriteria Petugas PTSP :

Berpenampilan menarik.

Mampu Berkomunikasi dengan baik.

Menguasai komputer dan Aplikasi terkait.

Menguasai standar pelayanan Pengadilan.

Minimal SMU / SMK Perkantoran (mengerti dan mahir komputer).
D3 Komputer / IT.

S1 Sarjana Hukum.

Mengerti dan mahir komputer.

b. Petugas PTSP pada Kepaniteraan Perkara (Petugas Layanan Perkara / Meja I, Meja Il
dan Kasir) bertugas melayani :

Menerima pendaftaran perkara Gugatan, Permohonan dan Perlawanan;

Menerima pendaftaran permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
Menerima memori/kontra memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam Permohonan
Peninjauan Kembali;

Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara;

Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan,;

Menerima pendaftaran permohonan Pengawasan Eksekusi;

Menerima permohonan pencabutan Gugatan, permohonan, Banding, Kasasi,
Peninjauan Kembali dan Eksekusi;

Menerima permohonan sebagai Kuasa Inidentil;

Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian
sengketa Tata Usaha Negara.

c. Petugas PTSP pada Kepaniteraan Hukum bertugas melayani :

Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara Tata Usaha Negara;
Permohonan izin kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset;
Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah
berkekuatan hukum tetap;

Permohonan pendaftaran surat kuasa;



Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan;

Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk
menyediakan informasi yang diminta pemohon;

Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan;
Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI;

Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum;

d. Petugas informasi tentang e-Court PTUN Pangkalpinang :

e.

Menerima pendaftaran Gugatan e-Court (dari Meja 1 ke Meja e-Court)
Melaporkan perkara masuk kepada Panitera/Panitera Muda Perkara;
Membuat user dan password Tergugat di Aplikasi e-Court;

Membuat user Pengguna lain di Aplikasi e-Court Non Advokat;
Menginput dokumen intervensi pada Aplikasi e-Court;

Mengeprint Court Calender;

Pendaftaran Pengguna Terdaftar (Advokat).

Petugas PTSP pada Kesekretariatan (Petugas Layanan Umum dan Resepsionis)

bertugas melayani :

Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan
kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menerima dan mengarahkan tamu/pengunjung yang akan bertemu dengan pimpinan
atau pegawai sesuai dengan keperluan;

Mengelola buku tamu untuk diisi oleh tamu / pengunjung dan absensi kedatangan /
kehadiran para pihak yang akan bersidang.
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Pangkalpinang



C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berupaya sebisa mungkin dalam
memberikan pelayanan kepada publik, adapun beberapa bentuk dari pelayanan publik yang
diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, antara lain :

1. TV media center Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, berisi informasi
tentang jadwal sidang dan profil pengadilan.

2. TV media kepangkatan DUK dan DUS pada subbag. Kepegawaian, Organisasi dan
Tata Laksana, yang menyediakan informasi kepangkatan seluruh pegawai Pengadilan Tata
Usaha Negara Pangkalpinang.
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3. Aplikasi e-SIKAT (elektronik Survei Kepuasan Masyarakat) menyediakan form digital
pengisian survei pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
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4. Aplikasi SITARA (Sistem Informasi Persyaratan Pengajuan Perkara) berbasis
Whatsapp Auto Reply/Chat Bot untuk penyandang disabilitas. Penyampaian informasi
berbasis media online berupa Whatsapp Auto Reply/Chat Bot sehingga akan layanan
informasi akan menjadi lebih efektif, efisien, dan mempermudah masyarakat pencari
keadilan maupun petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Layanan Informasi
dalam menyampaikan informasi ke masyarakat.
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Selamat datang di Layvanan SITARA
(Sistem Informasi Parsyaratan
Perkara) PTUMN Pangkalpinang.

Sillahkan ketik MENL LAYAMNMAMN untulk
mangetabhu Jenis Layanan

Menu layvanan

PTUMN Pangkalpinang

Selamat Datang di SISTEM LAYAMAM
INFORMASI PERSYARATAM
PENGAJUARN PERKARA (SITARA)
PEMNGADILANM TATA LUSAHA MEGARA
PAMNGHKALPINAMG.

Berikut jenis Informasi yvang kami
sedlakan, silahkan ketik sebagal
berikut untuk INformasi yang
dibutuhkan :

(Contoh @ Ketik "INFO JARK"™)

INFO PERSYARATAN &
: Informasi Persyaratarn Berkas
FPengajuan Perkara
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LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

5. Aplikasi DAHLAN (Daftar Hadir Layanan) adalah sebuah aplikasi berbasis google form
agar masyarakat pencari keadilan dan pengguna layanan mendapatkan pelayanan yang
mudah dan cepat dalam menginput data kehadiran persidangan dalam register kehadiran
persidangan dan juga dapat mengetahui pelayanan apa saja yang dapat diperolehnya di
PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Selain dapat diakses melalui
perangkat tab yang tersedia di area PTSP, aplikasi ini juga dapat diakses melalui perangkat
android pribadi dengan memindai barcode yang tersedia.

Daftar Hadir Sidang
Dan Pelayanan Pada
Pengadilan Tata
Usaha Negara
Pangkalpinang

Pengisian Data Para Pihak dan Pengunjung
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

humasptunpangkalpinang@gmail.com Ganti akun

Eg Tidak dibagikan

&

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

() opsii

Pangkalpinang

Pengisian Data Para Pihak dan Pengunjung
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

humasptunpangkalpinang@gmail.com Ganti akun

Eg Tidak dibagikan

@

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

O Op=il

WNama Lengkap *

Jawaban Anda

Layanan yang dituju *

O Infarmasi dan Pengaduan

O Antrian Sidang

" DAFTAR HADIR LAYANAN PTUN
PANGKALPINANG

bit.ly/darsiptunpgp23

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
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A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai Satuan Kerja Tingkat Pertama
Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Sistem Organisasi Penyelenggara
Pemerintahan memerlukan Suatu Pengawasan Internal. Pengawasan internal pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang telah diperbaharui terakhir dengan
Surat Keputusan Nomor W5.TUN5/73.SK/OT.00.1/7/2023 Tanggal 5 Juli 2023 Tentang
Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang
dijabarkan sebagai berikut :

Koordinator Pengawas : | Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H.

Kepaniteraan : | Ryan Surya Pradhana, S.H., M.H.
» Adminmistrasi Kepaniteraan dan
Keuangan Perkara

» Adminmistrasi Kepaniteraan Hukum

Kesekretariatan : | Febriansyah Rozarius, S.H.

» Adminmistrasi Sub Bagian Umum
dan Keuangan

¥ Admimstrasi Sub Bagian
Perencanaan, IT, dan Pelaporan

¥ Admimstrasi Sub Bagian
Kepegawaian, Organisasi, dan

Tata Laksana

Pengawasan Internal yang telah dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang dilaporkan setiap
3 (tiga) bulan sekali kepada Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
Dikarenakan adanya kekosongan jabatan Wakil Ketua pada pertengahan Tahun 2023,
maka pengawasan internal oleh Hakim Pengawas Bidang dilaporkan langsung ke Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Fungsi pengawasan tersebut sangat
berguna untuk mengevaluasi tiap-tiap bagian agar sasaran kerja bisa tercapai.
Pengawasan internal ini sangat perlu agar sistem kerja berjalan sesuai dengan SOP nya
masing-masing baik dalam proses penyelesaian perkara maupun administrasi umum.



Evaluasi merupakan suatu proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau

B. EVALUASI

tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas
objek yang dievaluasi.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara rutin
melakukan evaluasi kinerja terhadap aparaturnya melalui briefing dan rapat bulanan yang
selalu dilaksanakan setiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk evaluasi kinerja, juga
difungsikan sebagai wadah untuk membahas segala hambatan dalam pelaksanaan tugas
serta juga bertujuan untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan
Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Dari evaluasi pengawasan tersebut nantinya dapat dirumuskan solusi dan kebijakan
yang akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada sehingga
pekerjaan dapat dikerjakan tepat waktu, tertib dan lancar sesuai dengan hasil yang
diharapkan.
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A. KESIMPULAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai pengadilan tingkat pertama
telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan
guna memberikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat para pencari keadilan.

Sangat didasari bahwa peningkatan kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu
memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan, namun setidaknya upaya
ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Menganalisis kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang merupakan suatu
langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang dari masa ke masa sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan
sekaligus sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan dalam peningkatan
Kinerja.

Bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, laporan pelaksanaan kegiatan
Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih dalam pelaporan kegiatan
guna meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di
masa yang akan datang.

B. REKOMENDASI

1.Perlu dilanjutkan pelatihan teknis yustisial maupun non teknis yustisial/penataran/temu
karya hakim, pejabat kepaniteraan, dan administrasi dalam rangka meningkatkan
tenaga peradilan yang profesional.

2.Perlu adanya penambahan SDM di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, baik
untuk Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, dan staf mengingat SDM yang
dimiliki saat ini masih sangat terbatas.

Demikian penyajian laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang Tahun 2023 disusun untuk dijadikan informasi dan masukan sehingga
pelaksanaan tugas-tugas pada masa yang akan datang akan lebih meningkat dan berdaya
guna serta berhasil guna.



